PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1951
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : _
Perlu menetapkan peraturan untuk rapat-rapat Dewan Menteri;

Mengingat :
Pasal 52 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 September 1951;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN MENTERI.

sebagai berikut :

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 1.

Dewan Menteri Tlazimnya berapat di Jakarta dengan diketuai
oleh Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri).

Dewan Menteri menetapkan siapa di antara Menteri-menteri akan
mewakili Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) sebagai
Ketua Dewan Menteri apabila ia berhalangan.

Apabila tugas dan kekuasaan Perdana Menteri (Wakil Perdana
Menteri) untuk sementara dijalankan oleh seorang akting
Perdana Menteri, maka dengan sendirinya akting Perdana
Menteri 1itu menjalankan juga tugas dan kekuasaan Perdana
Menteri (Wakil Perdana Menteri) yang ditetapkan dalam
Peraturan ini.

Dewan Menteri mengadakan rapat satu kali seminggu dan
selanjutnya setiap kali dianggap perlu oleh Perdana Menteri
(Wakil Perdana Menteri) atau wakilnya tersebut data ayat 2,
ataupun oleh dua atau lebih dari dua Menteri.

Dengan seidzin ketua maka seorang Menteri data menghadiri
seluruh rapat atau sebagian dari rapat dapat diikuti oleh
seorang atau beberapa orang pegawai bawahannya sebagai ahli
dalam sesuatu hal.

Apabila seorang Menteri berhalangan mengunjungi rapat, maka
dengan seidzin ketua ia dapat diwakili untuk seluruh rapat
atau sebagian dari rapat oleh Sekretaris Jenderal
Kementeriannya ataupun oleh seorang pegawai tinggi bawahannya
yang diberi kuasa untuk itu olehnya.



(6)

(D

(2)

(3

(4)

(5)

(D

(2)

Pegawai-pegawai termaksud pada ayat 4 dan 5 hanya mempunyai
suara penasehat.

Pasal 2.

Dewan Menteri mengangkat seorang Sekretaris dan seorang atau
beberapa orang wakil Sekretaris dari calon-calon vyang
dimajukan oleh Perdana Menteri.

Sekretaris menetapkan acara rapat menurut petunjuk ketua, dan
menyiapkan segala sesuatu guna melancarkan pembicaraan dalam
rapat.

Sekretaris berkewajiban mencatat segala putusan-putusan yang
diambil oleh Dewan Menteri.

Di samping catatan tersebut di atas Sekretaris mengusahakan
catatan singkat dan/atau catatan tulisan cepat dari
pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Menteri. Asli
catatan singkat dan/atau catatan tulisan cepat itu disimpan
dalam Arsip Sekretaris Dewan Menteri.

Catatan-catatan mengenai  putusan-putusan Dewan Menteri
tersebut di atas disampaikan oleh Sekretaris Dewan Menteri
kepada Presiden, Wakil Presiden, semua Menteri, Direktur
Kabinet Presiden, Sekretaris Perdana Menteri dan semua
Sekretaris Jenderal Kementerian.

Segala usul perubahan dalam catatan-catatan tersebut pada
ayat Y.I. diberitahukan kepada Sekretaris Dewan Menteri, yang
akan memberitahukannya pula kepada semua Pembesar termaksud
pada ayat 4, serta mencatatnya pula dalam catatan-catatan
tersebut pada ayat 3.

Pasal 3.
Pada umumnya Dewan Menteri berunding serta mengambil putusan
dalam hal yang memerlukan supaya dapat terjamin kebulatan
dalam kebijaksanaan Pemerintah.

Pada khususnya Dewan Menteri berunding serta mengambil
putusan tentang :

a. pokok rancangan peraturan yang diusulkan untuk menjadi
Undang-undang (Darurat).

b. pokok rancangan peraturan yang diusulkan untuk menjadi
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

C. perjanjian dan persetujuan dengan luar negeri,

instruksi-instruksi penting vyang diberikan kepada
Perwakilan-perwakilan dan Perutusan-perutusan Republik
Indonesia di/ke Tuar Negeri, serta hal-hal penting
Tainnya mengenai kebijaksanaan politik Tuar Negeri.

d. pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat, yang membutuhkan pengesahan Presiden.

e. usul pengangkatan, penghentian (sementara) dan



pemindahan pejabat-pejabat yang menurut ketentuan dalam
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam
atau berdasarkan Undang-undang ataupun peraturan 1lain
harus dilakukan oleh Presiden, kecuali yang termaksud
dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang Sementara Republik
Indonesia.

f. usul pemberian tanda kehormatan yang akan dimajukan
kepada Presiden.

Pasal 4.

(1) Tentang hal-hal yang tidak termasuk hal-hal yang termaksud
dalam pasal 3, yang mungkin bersangkutan dengan kebijaksanaan
umum Pemerintah, Menteri-menteri mengadakan pembicaraan
dengan Perdana Menteri untuk mengambil putusan. Putusan-
putusan itu diberitahukan kepada Dewan Menteri.

(2) Apabila dalam pembicaraan termaksud pada ayat yang lalu tidak
tercapai persesuaian paham, maka hal-hal tadi dimajukan
kepada Dewan Menteri.

Pasal 5.

Semua surat yang memerlukan pertimbangan Dewan Menteri harus
diedarkan oleh Sekretaris Dewan Menteri kepada para Menteri
sebelum rapat untuk membicarakannya diadakan, kecuali jikalau
Dewan Menteri, Ketua Dewan Menteri atau Menteri yang bersangkutan
menganggap peredaran terlebih dahulu itu tidak perlu.

Pasal 6.

(1) Dewan Menteri tidak merundingkan sesuatu hal apabila Menteri
yang berkepentingan tidak menghadiri rapat, kecuali apabila
ia sendiri menghendaki supaya pembicaraan tentang hal 1itu
jangan ditunda atau Dewan Menteri menganggap hal itu perlu
dengan segera diselesaikan.

(2) Dewan Menteri hanya bermusyawarat atau mengambil putusan
dengan sah jika hadir Tebih dari seperdua jumlah Menteri.

(3) Putusan Dewan Menteri diambil dengan jumlah suara yang lebih
dari seperdua jumlah Menteri.

(4) Apabila suara yang setuju sama jumlahnya dengan suara yang
tidak setuju maka suara Perdana Menteri memberi putusan,
kecuali apabila paling sedikit seperdua dari jumlah Menteri
yang hadir menyatakan bahwa hal itu dianggap begitu penting
sehingga perlu dibicarakan dalam rapat berikutnya.

Apabila kemudian suara yang setuju sama lagi dengan suara
yang tidak setuju maka usul dianggap tidak diterima.

(5) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan
tertulis.
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Pasal 7.

Apabila seorang Menteri menganggap sesuatu putusan
bertentangan dengan pertanggungan-jawabnya maka hal 1ini
diberitahukannya kepada Dewan Menteri.

Seorang Menteri sekali-kali diperkenankan mengadakan tindakan
yang pertentangan dengan putusan Dewan Menteri apabila
menurut pendapat Dewan Menteri hal 1ini bersangkutan dengan
kebulatan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 8.

Rapat-rapat Dewan Menteri biasanya tertutup dan bersifat
rahasia.

Pengumuman-pengumuman mengenai suatu rapat hanya dikeluarkan
oleh Sekretaris Dewan Menteri atas tanggungan Ketua Dewan
Menteri atau oleh Menteri Penerangan.

Pasal 9.

Presiden (Wakil Presiden) dapat menghadiri sesuatu rapat
Dewan Menteri

a. bilamana ia menyatakan kehendak untuk itu,

b. atas undangan Ketua Dewan Menteri.

Dalam rapat Dewan Menteri Presiden dan Wakil Presiden
mempunyai suara penasehat.

Pasal 10.

Dewan Menteri dapat menyerahkan persiapan atau perundingan
dan putusan tentang hal-hal yang tertentu kepada komisi-
komisi tetap, yang dibentuk dari antara mereka sendiri, dan
yang selanjutnya dinamakan "Dewan".

Ketua dari masing-masing Komisi itu ialah Perdana Menteri,
kecuali apabila Dewan Menteri memilih seorang Menteri lainnya
sebagai Ketua Komisi tersebut.

Dewan Menteri mengangkat atas usul Perdana Menteri seorang
Sekretaris dan seorang atau beberapa orang wakil Sekretaris
dari Komisi-komisi tetap tersebut.

Pasal 11.

Para Menteri yang tidak 1ikut serta dalam suatu komisi tetap
tersebut pada pasal 10 dapat menghadiri rapat-rapat komisi 1itu.

Pasal 12.

(1) Apabila pembicaraan dalam sesuatu komisi tetap termaksud pada

pasal 10 mengenai hal termasuk urusan Menteri yang tidak ikut



serta dalam komisi tersebut, maka komisi itu harus mengundang
Menteri 1ini untuk menghadiri perundingan mengenai hal 1tu.

(2) Komisi sekali-kali tidak boleh mengambil putusan sebelum
minta pertimbangan Menteri tersebut. Apabila ia menghendaki
supaya hal 1itu dibicarakan dalam Dewan Menteri maka komisi
berkewajiban mengajukannya kepada Dewan Menteri.

Pasal 13.

Menteri yang menurut pasal 12 menghadiri rapat-rapat komisi tetap
mempunyai hak-hak sama dengan anggauta-anggauta komisi.

Pasal 14.

Apabila dalam pembicaraan sesuatu hal dalam komisi tetap menurut
pendapat komisi hal itu bersangkutan dengan kebulatan
kebijaksanaan Pemerintah maka komisi memajukan hal tadi kepada
Dewan Menteri, Tindakan demikian dijalankan pula apabila salah
seorang Menteri dalam rapat menghendaki supaya sesuatu hal
dimajukan kepada Dewan Menteri.

Pasal 15.

(1) Dewan Menteri dapat menyerahkan persiapan atau perundingan
mengenai sesuatu hal kepada komisi-komisi khusus yang terdiri
dari beberapa Menteri atau dari beberapa Menteri dengan
beberapa pegawai, dan yang selanjutnya dinamakan "Panitya".

(2) Ketua komisi 1ini adalah Perdana Menteri kecuali apa bila
Dewan Menteri menunjuk seorang Menteri lain.

(3) Dewan Menteri mengangkat atas usul Perdana Menteri seorang
Sekretaris dan seorang atau beberapa orang wakil Sekretaris
dari komisi khusus.

Pasal 16.

Pasal 2, 5 dan 6 berlaku juga untuk rapat-rapat komisi-komisi
tetap dan khusus.

Pasal 17.

Peraturan Pemerintah 1ini mulai berlaku pada hari tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah 1ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEKARNO.
PERDANA MENTERI,
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.
Diundangkan
Pada tanggal 15 Oktober 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1951/99



